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ABSTRACT

The purpose of writing this thesis is to find out whether the decision of the arbitral
tribunal is in accordance with the provisions of UNCLOS and to know the legal
binding of the arbitration award regarding the South China Sea dispute between
The Republic of Phillipines and The Republic of China. The method of this
research uses normative research method. The data from this research were
obtained by conducting a study of the Permanent Court of Arbitration award,
literature, journals, news, and newspaper in accordance with the research material.
The analysis was carried out by means of a grammatical and systematic
interpretation. The results of this study are basically the mapping and claims on
China’s nine dash line are actions that are not justified because in the UNCLOS
provisions it doesn’t regulate those claims, and then the Permanent Court of
Arbitration award have binding legal force, but actually there is no regulation
related in the UNCLOS regarding the execution of the award that has been
determined, so in implementing the awards it returns to the good faith of the
parties that involved in the case.

Keywords: South China Sea, nine dash line, awards, Permanent Court of
Arbitration, legal binding.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Planet yang menjadi tempat bernaungnya seluruh jenis makluk hidup,
yaitu Bumi merupakan planet dengan permukaan yang sebagian besar
ditutupi oleh laut. Luas permukaan bumi yang ditutupi oleh air hampir
mencapai sekitar 70.8% setara dengan 361.132.000 km2.! Luas tersebut
menunjukkan bahwa segala aktivitas kehidupan manusia didominasi pada
wilayah laut. Oleh karena itu, laut terbukti telah memiliki banyak peran
dengan berbagai fungsinya antara lain sebagai sumber makanan bagi umat
manusia, jalur lalu lintas perdagangan, sebagai sarana untuk berlayar, dan
sebagai tempat untuk berekreasi.? Pada zaman kuno, Kekaisaran Romawi
pada masa kejayaannya menguasai seluruh Lautan Tengah (Mediteranean).
Persoalan tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum, karena tidak ada
pihak lain yang menentang kekuasaan mutlak Roma. Tujuan dari
penguasaan Romawi atas laut tersebut adalah untuk membebaskan Bangsa
Romawi dari bahaya ancaman bajak-bajak laut yang menganggu keamanan

pelayaran di laut yang mempengaruhi kesejahteraan orang-orang yang hidup

! Ade Ratmadja, Bumi dan Pemanasan Global,
https://www.kompasiana.com/180357/55a853aaf87e616f0f41e97d/bumi-dan-pemanasan-
global?page=all, diakses pada tanggal 01 Maret 2020

2 Hashim Dijalal, 1979, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Cetakan Pertama,
Binacipta, Bandung, him. 1.
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di bawah rezim kekuasaan Roma. ® Praktek dari negara tersebut
menunjukkan bahwa laut pernah dimiliki dan dikuasai oleh negara,
walaupun hal tersebut dilakukan dengan memperhitungkan kepentingan-

kepentingan masyarakat dari negara lain.

Seiring dengan berjalan waktu, negara lain mulai menghendaki
kekuasaan laut yang berbatasan dengan pantainya dengan keinginan untuk
mengamankan kepentingan negara serta rakyatnya masing-masing karena
lahirnya konsepsi laut territorial. Maka dalam sektor perikanan, keamanan
dan pertanahan, serta segala bidang kehidupan lainnya merupakan
kepentingan masyarakat dan negara yang hendak dilindungi dengan klaim
kekuasaan negara pantai atas laut tersebut.* Negara-negara yang melakukan
klaim atas wilayah lautnya menyebabkan laut seolah-olah menjadi properti
milik masing-masing negara berdasarkan teritorial yang dimilikinya. Oleh
karena itu, perkembangan hukum international khususnya terhadap hukum
laut, pada akhir abad ke-19 telah memunculkan berbagai lembaga-lembaga
international untuk membahas mengenai masalah-masalah laut.5 Setelah
berbagai konferensi-konferensi yang telah diprakarsai oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah banyak menghasilkan sumber hukum laut
melibatkan berbagai negara yang diawali dengan Konvensi Jenewa yang
diselenggarkan pada tanggal 24 Februari hingga 27 April di Jenewa tahun

1958, kemudian dilanjutkan pada tahun 1960 di Jenewa, kemudian

3 Mochtar Kusumaatmadja, 1983, Hukum Laut International, Cetakan Kedua, Angkasa
Offfset, Bandung, him. 2.

*1bid, hlm. 29.

® Hasjim Djalal, Op. Cit., him. 17.



diselenggarakan pada tahun 1974 di Caracas Venzuela, dan pada akhirnya
pada tanggal 10 Desember tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika,
dilaksanakan penandatangan United Nations Conventions on the Law of the
Seas (UNCLOS) Tahun 1982 atau selanjutnya disebut Konvensi Hukum

Lait 1982 (KHL 1982).

Sejumlah negara yang menandatangani Konvensi mendesak negara-
negara yang belum menandatangani konvensi tersebut agar tidak mengambil
tindakan-tindakan sendiri yang bertentangan dengan ketentuan konvensi.
Namun, diantara negara yang hadir dalam konferensi tersebut, terdapat
beberapa negara yang masih ingin mempelajari konvensi tersebut, beberapa
negara yang tidak menerima mengenai ketentuan tertentu, dan juga beberapa
negara yang semula abstain, namun telah menandatangi konvensi ini.®
Melihat perkembangan pada era globalisasi, laut menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari bagi selurun umat manusia, karena laut memiliki peran
yang sangat penting tidak hanya dari segi politik dan keamanan, namun juga

dari segi ekonomi.

Salah satu kawasan yang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi,
berada di kawasan Asia Pasifik yaitu Laut Cina Selatan, merupakan
kawasan yang sangat kaya dengan sumber daya alam yang sangat rentan
terhadap konflik dan berbagai macam persaingan. Laut Cina Selatan adalah

bagian dari barat Samudra Pasifik sekitar Asia Tenggara, mengalir ke

6 Danusaputro, Munadjat, 1983, Wawasan Nusantara (Dalam Konvensi Hukum Laut PBB
Tahun 1982), Alumni, Bandung, him 287-289.



selatan Cina, timur dan selatan Vietnam, barat Filipina, dan utara pulau
Kalimantan. Batas-batasnya adalah pantai timur Semanjung Melayu, batas
selatannya Teluk Thailand, dan di sebelah utara, Selat Taiwan. Laut Cina
Selatan mencakup area seluas 3,5 juta kilometer persegi dan berisi lebih dari
200 pulau kecil, karang, dan terumbu yang sebagaian besar tidak bisa
dihuni.” Kawasan ini menyimpan perikanan, cadangan minyak dan gas yang
sangat massif. Selain itu, kawasan tersebut menyimpan timah, sulfur,
mangan, besi, nikel, tembaga, serta kandungan alam lainnya yang terdapat
dalam tanah di bawah air laut.® Fakta tersebut menyebabkan Laut Cina
Selatan merupakan salah satu laut yang paling penting secara strategis dan
diperebutkan di abad ke-21 bagi negara-negara yang memiliki pengaruh dan
kepentingan di kawasan.® Hasil-hasil kandungan tanah dalam air laut pada
kawasan tersebut menyebabkan banyaknya negara yang melakukan klaim

terhadap kawasan tersebut.

Apabila melihat sejarah mengenai Laut Cina Selatan beberapa tahun
silam, telah banyak terjadi konflik yang terjadi pada kawasan tersebut,
diawali dengan pada tahun 1947, Republik Rakyat Cina untuk selanjutnya
disebut RRC membuat peta yang mengklaim sebagian besar wilayah

tersebut, setelah itu pada tahun 1949, RRC membuat 9 (Sembilan) garis

7 Ali Moore, 5 Fakta Laut Cina Selatan, Kenapa Begitu Penuh Sengketa,
https://www.matamatapolitik.com/listicle-ini-bukan-latihan-5-fakta-tentang-laut-china-selatan/,
diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

8 A.Hamzah, 1984, Laut, Teritorial, dan Perairan Indonesia, Cetakan Kesatu, Akademika
Pressindo, Jakarta, him.4.

9 Rani Purwani, 2017, “SENGKETA REPUBLIK INDONESIA — REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK DI PERAIRAN NATUNA”, repository.unhas.ac.id, him. 2., diakses pada tanggal 25
Februari 2020.
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putus-putus (nine dash lines) di seputar kawasan Laut Cina Selatan di peta
resminya pada 1953. Kemudian pada tahun 1994, Republik Filipina
mengajukan tuntutan ke Pengadilan Arbitrase International di bawah
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 berhubungan dengan aktifitas RRC di
pulau Itu Aba'®, namun pihak Filipina belum mendapat tanggapan yang

diinginkan.

Pada tahun 1995, RRC melakukan pembangunan di pulau Mischief
Reef, yang dikatakan berfungsi sebagai tempat penampungan bagi nelayan.
Filipina kemudian menyampaikan protes melalui ASEAN. Pada tahun 1997,
kapal angkatan laut Filipina mencegah kapal RRC mendekati Scarborough
Shoal pulau karang tidak berpenghuni yang dikenal sebagai Pulau
Huangyan di RRC. Berlanjut pada tahun 2009, RRCmengajukan peta nine
dash line kepada PBB. Pada teritorial nine dash line versi RRC merupakan
sembilan garis putus-putus yang dijadikan penanda batas pemisah wilayah
klaim Tiongkok yang hampir mengausai 90% dari wilayah Laut Selatan dan
telah diterbitkan dalam sebuah peta berbentuk huruf “U” yang dijadikan
klaim historis RRC di kawasan Laut Cina Selatan.!! Sembilan garis putus-
putus tersebut meliputi wilayah yang disengketakan dengan negara lain,
seperti Pulau Spratly dan Paracel yang disengketakan Vietnam, Scraborough

Reef yang disengketakan oleh Filipina, serta wilayah perairan Kepulauan

10 pada tahun 1994, Filipina sempat mempermasalahkan terkait status hukum kepulauan Itu

Aba (“Taiping Dao” (X *F-53) dalam bahasa cina dan (Ligaw) dalam bahasa Filipina) akibat klaim
hak historis atas area maritim yang terletak pada nine dash line oleh Cina, namun Filipina belum
mendapat tanggapan atau respon yang diinginkan.

11 Donald E. Weatherbee, Re-Assessing Indonesia’s Role in the South China Sea (2016),
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2016_18.pdf, diakses pada 5 maret 2020.
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Natuna oleh Indonesia. Pengajuan tersebut ditentang keras oleh Vietnam,
Malaysia, dan diikuti protes dari Filipina dan Indonesia. Ketegangan
semakin memuncak, hingga pada tahun 2013, Filipina membawa sengketa
Laut Cina Selatan melawan RRC ke Mahkamah Arbitrase Permanen atau
selanjutnya disebut sebagai Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den

Haag, Belanda.

Pada tahun 2014, RRC menyatakan bahwa PCA tidak memiliki
yurisdiksi atas kasus tersebut, karena menyangkut masalah dan defenisi
batas, RRC juga menyatakan bahwa Filipina dan Cina telah sepakat untuk
menyelesaikan sengketa hanya melalui negosiasi, namun pada tanggal 12
Juli 2016, PCA kemudian mengambil keputusan, bahwa RRC tidak
memiliki dasar hukum untuk mengklaim territorial Laut Cina Selatan
dengan nine dash linenya serta dianggap telah memperburuk sengketa
regional dengan reklamasi lahan dan pembangunan pulau buatan yang
menghancurkan terumbu karang serta kondisi alam di daerah sengketa.?
RRC menolaknya mentah-mentah Putusan PCA karena beralasan PCA tidak
memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut. Apapun putusan mahkamabh,
RRC telah mengatakan tidak dapat menerima, mengakui, atau
melaksanakannya. PCA dalam putusannya menyatakan bahwa RRC telah
melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Republik Filipina dan

menegaskan bahwa RRC telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Laut

12Tempo.co, Ini Perjalanan Sengketa Laut Cina Selatan,
https://dunia.tempo.co/read/787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cina-
selatan/full&view=ok, diakses 26 Februari 2020.
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Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan, namun pada 4
(empat) tahun ke depan setelah putusan arbirtrase ditetapkan, tidak ada

penerapan sanksi atau putusan yang dijalankan oleh kedua negara tersebut.

Pada dasarnya, setiap negara dalam mengklaim suatu wilayah laut
atau kawasan perairan harus berdasarkan KHL 1982. Pengaturan menurut
KHL 1982 menetapkan bahwa wilayah laut terbagi atas beberapa zona
maritim, antara lain; Perairan pendalaman, Perairan Kepulauan, Laut
Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Ekslusif, Landas Kontinen, Laut
Bebas, dan Kawasan®. Namun terhadap negara pantai, memiliki yurisdiksi
baik kedaulatan maupun hak berdaulat wilayah laut hanya terhadap perairan
pendalaman, perairan kepulauan (bagi negara kepulauan), laut territorial,
zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen.** Oleh karena itu, negara pantai
diperbolehkan untuk menentukan sepanjang garis pantainya sebagai bagian
dari laut teritorialnya. Dalam menentukan batas laut teritorial negara dan
zona maritime lainnya, negara pantai perlu menetapkan garis pangkal dari
titik tepi pantai mengarah mana batas terluar diukur. Garis pangkal menurut
KHL 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik terluar
yang diukur pada kedudukan garis air rendah, dimana batas-batas kearah

laut diukur.

13 Dalam ketentuan Pasal 136 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa wilayah dan sumber daya
alam yang berada di suatu kawasan adalah warisan bersama umat manusia. Pasal 137 ayat (1)
KHL 1982 menegaskan bahwa tidak ada negara yang dapat mengklaim atau menjalankan
kedaulatan atas bagian dari apapun dari kawasan atau sumber dayanya.

14 Arif Afriasnyah, 2015, “Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut”,
Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45, No-04/Oktober-Desember/2015, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, him. 613-614.



KHL 1982 menetapkan adanya tiga (3) macam pengaturan mengenai
penarikan garis pangkal untuk menentukan batas laut teritorial suatu negara,
antara lain; Pertama, Pengukuran menggunakan Garis Pangkal Biasa
(Normal Baseline), merupakan cara mengukur luas laut teritorial dengan
menarik pada garis air surut terendah sepanjang pantai mengikuti lekuk
pantai. Kedua, pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Lurus
(Straight Baseline), merupakan cara penarikan pangkal yang ditarik dengan
menghubungkan titik-titik terluar dengan menggunakan garis lurus, dan
ketiga Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Lurus Kepulauan
(Archipelagic Baseline), merupakan cara untuk mengukur luas laut suatu
negara kepulauan dengan metode pengukuran titik surut pantai pulau terluar
dan batu-batu karang terluar sampai 12 mil laut yang menghubungkan titik-
titik paling luar dari pulau paling luar, selama rasio perbandingan air dengan
daratan tidak melebihi sembilan berbanding satu serta dengan ketentuan
bahwa wilayah yang dihasilkan tidak memotong negara lain dari laut lepas
dan zona ekonomi ekslusif. RRC dalam melakukan pengukuran luas
wilayah lautnya menggunakan nine dash line yang cara pengukurannya
tidak berdasarkan pada ketentuan KHL 1982, menimbulkan banyak
perselisihan terhadap negara-negara yang keberatan dengan cara penarikan
luas wilayah laut karena letak daratan RRC dengan Laut Cina Selatan
melebihi 200 mil, sehingga tidak dibenarkan apabila RRC dapat memiliki

yurisdiksi atas Laut Cina Selatan.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka
rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1.  Apakah putusan Mahkamah Arbitrase Permanen terkait sengketa Laut
Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina
sesuai dengan konvensi hukum laut 19827

2. Bagaimana kekuatan mengikat dari putusan Mahkamah Arbitrase
Permanen terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina

dan Republik Rakyat Cina?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun tujuan yang ingin
dicapai dari penelitian hukum ini adalah:

1. Mengetahui apakah putusan Mahkamah Arbitrase Permanen terkait
sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik
Rakyat Cina sudah sesuai dengan konvensi hukum laut 1982.

2. Mengetahui kekuatan mengikat dari putusan Mahkamah Arbitrase
Permanen terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina

dan Republik Rakyat Cina.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis:
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1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk perkembangan ilmu pada

khususnya pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus

lagi mengetahui kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Arbitrase

Permanen dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan

Republik Rakyat Cina

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

orang:

a)

b)

d)

Pemerintah RI, untuk memperoleh dasar hukum atau yurisdiksi
yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa hukum laut
pada Laut Cina Selatan.

Masyarakat, untuk memberi wawasan pada masyarakat terkait
permasalahan hukum Laut Cina Selatan dengan jalur penyelesaian
hukum international khususnya hukum laut.

Mahasiswa, untuk memberi wawasan dan pemahaman terkait
Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen terkait sengketa Laut Cina
Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina.
Penulis, yaitu untuk mengetahui bagaimana kekuatan dari putusan
Mahkamah Arbitrase Permanen terkait Sengketa Laut Cina Selatan

antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina dan sebagali



E.
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syarat kelulusan dalam program studi strata-1 program studi limu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keaslian Penelitian

Bahwa penulis skripsi yang berjudul Putusan Arbitrase Sengketa Laut

Cina Selatan Antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina Ditinjau

dari

Konvensi Hukum Laut 1982, bukanlah sebuah plagiasi tetapi

merupakan hasil karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang mempunyai

tema yang memiliki kemiripan namun permasalahan yang berbeda. Sebagai

pembanding ada tiga skripsi yaitu:

1.

Melda Erna Yanti, NPM: 110510737, Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016 dengan judul : Keabsahan
Tentang Penetapan Sembilan Garis Putus-Putus Laut Cina Selatan
Oleh Republik Rakyat Cina Menurut United Nations Convention On
The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS IlI). Rumusan masalahnya
adalah Bagaimanakah keabsahan tentang penetapan Sembilan garis
putus-putus Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Cina menurut
ketentuan United Nations Convention on the Law of The Sea 1982
(UNCLOS III).

Hasil penelitiannya sebagai berikut yaitu klaim Republik
Rakyat Cina (RRC) terhadap Laut Cina Selatan didasarkan atas
potensi kekayaan alam yang sangat besar. Klaim Republik Rakyat

Cina (RRC) atau Laut Cina Selatan ditetapkan dalam Sembilan garis
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putus-putus (nine dash line) atas Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel,
Kepulauan Spratly dan Macclesfield Bank, yang juga diakui oleh
beberapa negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Brunei
Darussalam, Vietnam, dan Filipina. Penetapan Sembilan garis putus
RRC tidak hanya menyebabkan pertentangan diantara beberapa
anggota ASEAN, namun pertentangan tersebut juga dinyatakan oleh
Amerika Serikta yang tidak menerima adanya pembangunan objek-
objek militer, pembangunan mercusuar, dan pembangunan fasilitas

lainnya di Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly.

Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana, NPM: 130511244, Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017. Judul
skripsi: Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Terhadap Hak
Berdaulat Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya
Kabupaten Natuna) Menurut KHL 1982, Rumusan masalahnya adalah
Bagaimana akibat hukum klaim Nine Dash Line Cina terhadap hak
berdaulat Indonesia di perairan Kepulauan Natuna (khususnya
Kabupaten Natuna) menurut KHL 1982.

Hasil penelitiannya adalah RRC mendasarkan klaim
kepemilikannya atas Laut Cina Selatan berdasarkan landasan historis
yang menyatakan bahwa sejak zaman Cina kuno, Laut Cina Selatan
telah berada di bawah kekuasaannya. Beberapa negara ASEAN

menyatakan bahwa klaim yang didasarkan pada landasan historis tidak
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diakui dalam KHL 1982. Hal tersebut berbeda dengan dasar
kepemilikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang
meletakkan UNCLOS sebagai dasar yuridis kepemilikan di Laut Cina
Selatan. Indonesia sebagal salah satu negara yang wilayah perairannya
berada di kawasan Laut Cina Selatan tidak memiliki klaim appaun
atas Laut Cina Selatan tidak memiliki klaim apapun atas Laut Cina
Selatan tersebut. Namun Indonesia ikut terseret dalam pusaran konflik
di Luat Cina Sealatan ketika Cina memasukan wilayah Natuna ke
dalam peta Nine Dash Line. Situasi tersebut menyebabkan hubungan
diplomatis antara Indonesia dan RRC memanas.

Zahra Shalimah, NPM: 1111113000079, Fakultas llmu Sosial dan
IlImu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
Tahun 2018. Judul skripsi: Strategi Indonesia Dalam Menghadapi
Klaim Nine Dash Line Tiongkok di Wilayah Perairan Kepulauan
Natuna Pada Tahun 2014-2017. Rumusan masalahnya adalah
bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi klaim nine dash line
tiongkok di wilayah perairan Kepulauan Natuna pada tahun 2014-
2017.

Hasil Penelitiannya adalah Kepulauan Natuna memilki
kekayaan alam yang sangat beragam, mulai dari sumber daya
perikanan hingga sumber daya gas alam. Tidak hanya itu, dalam
bidang industry gas dan minyak Indonesia memiliki 16 blok migas di

Natuna. Ancaman Tiongkok telah melakukan klaim dari tahun 2009
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atas Kepulauan Natuna, sendangkan Laut Tiongkok Selatan sendiri
sangat berperan penting dalam menentukan batas-batas laut wilayah
maupun Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Tindakan Indonesia
berupa peningkatan pangkalam militer dan latihan militer merupakan
hal yang tegas terutama pada masa pemerintahan Joko Widodo untuk
mencapai tujuan yaitu kepentingan Nasional Indonesia.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan
yang penulis teliti. Letak perbedaannya terdapat pada, skirpsi pertama
membahas keabsahan dari penetapan nine dash line oleh Republik
Rakyat Cina menurut KHL 1982, skripsi kedua lebih merujuk kepada
akibat hukum dari klaim nine dash line terhadap hak berdaulat
Indonesia Indonesia di perairan Kepulauan Natuna, skripsi ketiga
membahas kepada strattegi Indonesia dalam menghadapi klaim nine
dash line oleh RRC di Wilayah Perairan Kepulauan Natuna,
sedangkan penulis lebih merujuk pada kekuatan putusan dari
Mahkamah Arbitrase Permanen atas sengketa Laut Cina Selatan

antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan ini digunakan beberapa pengertian-pengertian
maupun istilah-istilah penting yang bersifat khusus, adapun pengeritan dan

istilah tersebut adalah sebagai berikut:
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1.  Laut Cina Selatan adalah laut marginal yang merupakan bagian dari
Samudra Pasifik, yang meliputi area dari Selat Karimata dan Malaka
hingga Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km?.1®

2.  Laut Bebas menurut Pasal 86 Konvensi PBB tentang Hukum Laut
adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi
eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pendalaman suatu
negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan.

3. Nine Dash Line adalah penanda geografis yang digunakan untuk
menegaskan klaim RRC batas Laut Cina Selatan. Garis tersebut
membentang sejauh 2.000 km dari daratan RRC, mencapai perairan
yang dekat dengan Indonesia dan Malaysia.'®

4. Traditional fishing menurut Pasal 51 Konvensi PBB tentang Hukum
Laut adalah penangkapan ikan oleh kelompok nelayan tertentu dari
suatu negara tertentu yang terbiasa memancing di daerah tertentu
dalam jangka waktu yang lama.*’

5. Garis pangkal menurut R.R Churcill and A.V. Lowe merupakan titik
pangkal pengukuran zona-zona maritim yang terdapat dalam rezim

hukum laut untuk membedakan atau menjadi batas dari zona-zona.*®

15 https://www.marineconservationphilippines.org/dispute-south-china-sea/, diakses
pada 21 Maret 2020

16 https://www.scmp.com/week-asia/article/2186449/explained-south-china-sea-dispute,
diakses pada 21 Maret 2020

17 polite Dyspriani, 2011, Traditional Fishing Rights: Analysis of State Practice, Division
for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs, The United Nations, New York,
https://www.un.org/Depts/los/nippon/unnff _programme_home/fellows_pages/fellows papers/dysp
riani_1011_indonesia.pdf,, hIm.2., diakses pada 29 Maret 2020.

18 Menurut Churchill dan Lowe, “the baselines is the line from which the outer limits of the
territorial sea and other coastal states zone (the countigious zone, the exclusive fishing zone and



https://www.marineconservationphilippines.org/dispute-south-china-sea/
https://www.scmp.com/week-asia/article/2186449/explained-south-china-sea-dispute
https://www.un.org/Depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/dyspriani_1011_indonesia.pdf
https://www.un.org/Depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/dyspriani_1011_indonesia.pdf

16

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis
penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma hukum.
Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penulisan ini

berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini
adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

1) Konvensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 (Geneva
Convention on the Law of the Sea).

2)  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
(United Nations Convention on The Law of The Sea /
UNCLOS) 1982;

3) Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen dalam sengketa
Laut Cina Selatan tahun 2016 antara Republik Filipina dan

Republik Rakyat Cina.

the exclusive economic zone) are measured.” R. R. Churcill dan A. V. Lowe, 1999, The Law of
The Sea, 3rd edition, Juris Publishing, Manchester University Press, Manchester (UK), him.31.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa
pendapat hukum serta pendapat non hukum yang diperoleh dari
buku (literature), jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar.
Selain itu dapat diperoleh dari naskah otentik, data statistik dari
lembaga resmi atau diperoleh dari narasumber melalui proses

wawancara atau pemberian dokumen.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini
berupa The Black’s Law Dictionary dan Oxford Advanced

Learner’s Dictionary.

3. Cara Pengumpulan Data
Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan studi
kepustakaan.
a.  Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan terkait Putusan Arbitrase
Permanen terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Republik
Filipina dan Republik Rakyat Cina dan pendapat non hukum

yang berupa buku (literature), jurnal, dan internet.
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Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan dilakukan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif

atau dogmatif, yaitu

a) Deskripsi Hukum Positif, yaitu pemaparan atau uraian isi

struktur dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan

bahan hukum primer.

b) Sistematisasi Hukum Positif, yaitu secara vertical dan

horizontal.

1)

2)

Secara vertical tidak ditemukan antinomi, karena pasal-
pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-
undangan sudah sesuai dengan bahan hukum primer,
dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran
yang digunakan adalah eksklusi, sehingga tidak
diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-
undangan.

Secara horizontal tidak ditemukan antinomi, karena
pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama tentang
ketentuan Konvensi Hukum Laut, sehingga telah
membentuk harmonsisasi dalam peraturan perundang-

undangan ini.
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¢) Analisis Hukum Positif
Peraturan perundang-undangan bersifat open system,
sehingga mengandung arti bahwa peraturan perundang-
undangan dapat dikritik, dievaluasi, dan dikaji dengan
bertumpu pada asas hukum. Dalam hal ini yaitu mengkaji
peraturan perundang-undangan mengenai Putusan Arbitrase
Permanen terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Republik
Rakyat Cina dan Republik Filipina.
d) Interpretasi hukum Positif
Dalam penelitian ini menggunakan interpretasi hukum
secara gramatikal, yaitu intepretasi dengan menggunakan
kalimat dalam suatu hukum positif diuraikan dalam bahasa
umum sehari-hari; interpretasi sistematis, yaitu intepretasi
hukum dengan menafsirkan peraturan atau perundang-
undangan dengan peraturan hukum lainnya untuk menentukan
adanya sinkronisasi dan harmonisasi; intepretasi teleologis,
yaitu intepretasi yang menafsirkan undang-undang sesuai
dengan tujuan dari pembentuk undang-undang melalui

peraturan perundang-undangan.

5. Proses Berpikir / Prosedur Bernalar
Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang penulis

gunakan adalah proses berpikir secara deduktif. Proses berpikir secara
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deduktif yaitu proses berpikir yang berawal dari proposisi umum

kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.




BAB 111

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan analisis diatas, maka

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan
Republik Rakyat Cina diajukan secara sepihak oleh Filipina
kepada PCA pada tanggal 22 Januari 2013. Dalam menjalani
tahap persidangan, pihak RRC menyatakan bahwa tidak akan
berpartisipasi dalam persidangan dalam sidang yang telah
diprakarsai oleh Filipina. Meskipun pihak RRC tidak hadir,
Mahkamah Arbitrase Permanen tidak menerapkan sistem
putusan default melainkan pengadilan memiliki yurisdiksi untuk
menguji fakta hukum sebelum membentuk putusan apapun.
Putusan yang dikeluarkan menunjukkan bahwa klaim RRC atas
nine dash line bertentangan dengan UNCLOS 1982 serta
terbukti bahwa RRC telah melanggar kedaulatan negara Filipina
dan telah merusak ekosistem karena aktifitas negara RRC di
Kepuluaan Spartly, sehingga putusan PCA telah sesuai dengan

kaidah UNCLOS 1982.

67
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Putusan Sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina
dan RRC yang telah diputus oleh PCA pada tanggal 12 Juli 2016
memiliki sifat final dan binding. Karena itu, putusan tersebut
telah memiliki kekuatan mengikat dan merupakan sumber
hukum internasional yang harus dipatuhi oleh masyarakat
internasional dan khususnya terhadap negara yang bersengketa.
Namun dalam ketentuan KHL 1982, tidak mengatur adanya
ketentuan terkait kekuatan executorial (eksekusi paksa). Maka
dalam mentaati Putusan Arbitrase Permanentersebut kembali
pada prinsip itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk

melaksanakan putusan tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa

saran sebagai berikut:

1.

Sebaiknya Filipina dan RRC beserta negara-negara ASEAN
mengevaluasi kembali terkait Code of Conduct tahun 2002
terkait dengan tindakan hukum pada kawasan Laut Cina Selatan
karena pada putusan Mahkamah Arbitrase Permanen telah
menunjukkan fakta bahwa sikap dari negara RRC yang secara
sepihak telah banyak melakukan pelanggaran dalam melakukan

tindakan hukum pada kawasan Laut Cina Selatan.
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Sebaiknya pihak Filipina mengajukan perkara tersebut dalam
jalur tingkat litigasi dimana dalam jalur penyelesaian yang akan
digunakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta
penyelesaian atas perkara tersebut harus dilakukan upaya
eksekusi sehingga dapat menunjukkan adanya penerapan hukum
yang dapat diterapkan dan terdapat sanksi tegas terhadap pihak
yang terbukti melanggar ketentuan hukum international dalam

perkara tersebut.
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